
 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Jurusan Ilmu Pemerintahan 

 

 

Bergesernya paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari government ke 

governance pada dekade 90-an memberi andil dalam perubahan domain Ilmu 

Pemerintahan. Dominasi state (negara) dalam proses pembuatan kebijakan 

publik mulai tereduksi seiring dengan diakuinya posisi dan peran voluntary 

sector dan private sector dalam proses pembuatan kebijakan, yang 

sebelumnya nyaris tidak pernah diperhitungkan dalam pendekatan 

pemerintahan versi lama (klasik). Masuknya dua sektor sebagai aktor baru 

dalam proses tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap meluasnya 

bidang kajian Ilmu Pemerintahan. Jika sebelumnya Ilmu Pemerintahan 

menempatkan lembaga-lembaga negara sebagai fokus dalam kajiannya maka 

sektor swasta dan masyarakat kini juga menjadi bidang kajian baru yang tidak 

kalah pentingnya dalam memahami berbagai persoalan serta fenomena politik 

dan pemerintahan 

 

Pergeseran government ke governance dalam pengajaran studi Ilmu 

Pemerintahan dipahami dengan cara: pertama, yang dikedepankan dalam 

proses governance bukan efisiensi atau efektifitas kerjanya melainkan pola 

interaksi pihak-pihak yang berkepentingan. Kinerja masing-masing pihak 
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yang mengembangkan manajemen ini dikondisikan oleh pola interaksi yang 

terjadi. Kedua, fokus amatan studi Ilmu Pemerintahan adalah interaksi antara 

negara dengan rakyatnya. Artinya, negara dipahami tidak sebagai entitas yang 

berdiri sendiri, melainkan sebagai entitas yang terpisah namun menguasai 

rakyatnya. Ketiga, dikedepankan nuansa interaksi antarpihak dalam konsep 

governance  ini kapasitas kelembagaan atau sistem tetap saja bisa dipahami. 

Hanya saja, lembaga yang dijadikan andalan akhirnya bukan hanya lembaga 

pemerintahan. Keempat, konsep good atau bad pada dasarnya adalah 

persoalan pijakan atau keberpihakan pada nilai-nilai tertentu. 

 

Studi Ilmu Pemerintahan pada awalnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran 

Administrasi Negara sehingga dalam studi Ilmu Pemerintahan kerap muncul 

bagaimana efektivitas pemerintahan itu dibangun. Namun, dalam 

perkembangan kemudian, untuk membedakan studi Ilmu Pemerintahan 

dengan Administrasi Negara, maka studi Ilmu Pemerintahan bukan hanya 

mengkaji dalam ranah pendekatan yang dipakai Administrasi Publik tersebut, 

tetapi bagaimana menjelaskan bekerjanya sebuah proses penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam perspektif ini, pemerintahan tidak hanya dipahami 

sebagai sebuah mekanisme tetapi dilihat dari aspek proses penyelenggaraan 

pemerintahan dalam arti luas. 

 

Proses penyelenggaraan pemerintahan ditelaah dari dua aspek, yaitu aspek 

internal dan aspek eksternal penyelenggaraan pemerintahan. Aspek internal 

berkaitan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan berfungsi 

dan bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan 
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pemerintahan. Oleh karenanya akan terkait dengan persoalan kepemimpinan, 

manajemen pemerintahan, sumberdaya pemerintahan, keuangan, model 

organisasi yang dikembangkan, relasi kewenangan/kekuasaan di antara 

lembaga-lembaga pemerintahan, nilai dan norma yang melandasi relasi antar 

lembaga pemerintahan. 

 

Sedangkan aspek eksternal berkaitan dengan penyelanggaraan pemerintahan 

yang dipengaruhi oleh kekuatan masyarakat. Oleh karenanya akan terkait 

dengan participatory governance, model interaksi antara masyarakat dengan 

pemerintah, interaksi pemerintah dengan lingkungan, kekuatan masyarakat 

sipil, sosiologi-antropologi pemerintahan, dan sebagainya. Kajian aspek 

eksternal ini merupakan studi aktor-aktor non-pemerintah (governance). 

 

Oleh karena proses penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan kekuasaan, 

yang  merupakan objek utama kajian Ilmu Politik, maka dalam kurikulum 

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Tahun 2012 terdapat banyak 

mata kuliah politik. Jumlah mata kuliah politik dan pemerintahan yang relatif 

sama, sekaligus dijadikan pembagian minat mahasiswa. Semua mahasiswa 

akan mengambil mata kuliah yang sama pada semester I sampai dengan 

semester IV. Selanjutnya, mahasiswa akan mengambil mata kuliah sesuai 

minatnya, politik atau pemerintahan, pada semester V sampai dengan selesai. 

 

Capaian pembelajaran (learning outcomes) adalah analisa politik dan analisa 

pemerintahan, sebagaimana rincian dibawah ini: 
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Kompetensi Politik 

 

Kompetensi Utama: Menguasai konsep teoritis tentang interaksi dan proses 

politik berbasis nilai governance serta mampu melakukan analisis dan 

memformulasikan penyelesaian masalah; Mampu memahami dan 

menganalisis kebijakan publik serta mengembangkan jejaring kebijakan dalam 

proses pembuatan kebijakan publik; Mampu memahami dan menganalisis 

komunikasi politik; Mampu memahami dan menganalisis etika politik. 

 

Kompetensi Pendukung: Mampu memahami dan menerapkan bahasa Inggris 

untuk mendukung studi dan karirnya; Mampu memahami dan menerapkan 

teknologi informasi untuk mendukung studi dan karirnya; Mampu memahami 

dan menerapkan metodologi penelitian untuk mendukung studi dan karirnya; 

Mampu mengembangkan daya kreativitas, inovasi, dan kemandirian. 

 

Kompetensi Pemerintahan 

 

Kompetensi Utama:  Menguasai konsep teoritis tentang proses 

penyelenggaraan pemerintah berbasis nilai governance dan mampu 

memformulasikan penyelesaian masalah; Mampu memahami dan 

menganalisis manajemen layanan publik dan mampu membangun jaringan 

kebijakan dalam pemberian layanan publik; Mampu memahami dan 

menganalisis manajemen keuangan; Mampu memahami dan menganalisis 

komunikasi politik; Mampu memahami dan menganalisis etika pemerintahan. 

 

Kompetensi Pendukung: Mampu memahami dan menerapkan bahasa Inggris 

untuk mendukung studi dan karirnya; Mampu memahami dan menerapkan 
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teknologi informasi untuk mendukung studi dan karirnya; Mampu memahami 

dan menerapkan metodologi penelitian untuk mendukung studi dan karirnya; 

Mampu mengembangkan daya kreativitas, inovasi, dan kemandirian. 

 

Jurusan Ilmu Pemerintahan disahkan oleh Rektor Universitas Lampung pada 

tanggal 28 Desember 1983 berdasarkan SK Pendirian Nomor: 90/KPTS/1983. 

Pada tahun 2012 Jurusan Ilmu Pemerintahan mengajukan akreditasi jurusan 

kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), pada tahun 2013 

Jurusan Ilmu Pemerintahan memperoleh status terakreditasi B, berdasarkan 

Surat Keputusan Nomor: 030/SK/BAN-PT/AkXV/S/I/2013 dari Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

 

1. VISI JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 

 

Sesuai dengan isi pada Rencana Strategis Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Tahun 2008-2013, Visi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila adalah 

“Pada Tahun 2025 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila Menjadi 

Sepuluh Terbaik Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Ilmu 

Politik dan Pemerintahan di Indonesia”. 

 

2. MISI JURUSAN STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

 

Misi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila adalah menyelenggarakan 

Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang politik dan manajemen 

pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu: 
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1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengembangan Ilmu 

Pemerintahan serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Melakukan pembinaaan dan pengembangan manajemen kelembagaan 

dan tata pamong secara profesional, efektif, dan efisien yang didukung 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana 

yang memadai. 

3. Menciptakan suasana dan budaya akademik (academic atmosphere) 

yang kondusif bagi proses pembelajaran yang bermutu tinggi. 

4. Meningkatkan kompetensi di bidang Ilmu Pemerintahan dan Ilmu 

Politik bagi dosen dan mahasiswa untuk mengantisipasi dan 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 

5. Pengembangan jalinan kerjasama internal dan eksternal yang sinergis 

dengan para stakeholders dalam rangka pengembangan institusi 

pengembangan akademik dan keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, 

pengabdian serta demokratisasi di tingkat lokal. 

 

3. TUJUAN JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 

 

Tujuan penyelenggaraan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2008-2013 adalah: 

1. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang mempunyai kemampuan 

konseptual dan ketrampilan teknis bidang politik dan pemerintahan 

sesuai dengan tuntutan lingkungan, baik lembaga pemerintah, lembaga 

politik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bisnis, dan masyarakat 
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luas yang membutuhkan dukungan akademis yang mampu mandiri 

bagi masa depannya. 

2. Menghasilkan temuan iptek yang berkualitas melalui riset terapan dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan dan mampu memberikan solusi atas masalah-

masalah pembangunan pada lingkup lokal, regional, dan nasional 

(public service provider). 

3. Pengembangan manajemen kelembagaan yang berorientasi pada 

terciptanya budaya akademik yang kondusif, inovatif, dan demokrastis. 

4. Menciptakan jalinan kerjasama yang mengutamakan prinsip “win-win 

solution” dengan beberapa lembaga publik sehingga terbentuk 

“mutualism corporate building”. 

5. Terbangunnya jalinan kerjasama dengan alumni dan orangtua 

mahasiswa mendukung penguatan dan pengembangan kualitas 

lembaga maupun mahasiswa dan lulusan. 

 

4. SASARAN JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN 

 

Secara khusus sasaran Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung 

adalah: 

1. Menghasilkan lulusan berkualitas yang menguasai konsep-konsep dan 

memiliki kompetensi di bidang Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat (sasaran: setiap tahun hasil survei 

kepuasan pengguna alumni meningkat). 
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2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh 

dosen maupun mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan melalui 

peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian (sasaran: minimal 30% 

dosen program studi melakukan penelitian setiap tahun). 

3. Dikuasainya Metodologi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan oleh 

dosen dan mahasiswa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian (sasaran: minimal 30 % dosen program studi menulis di 

jurnal ilmiah setiap tahun). 

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

(sasaran: minimal 10 pengabdian/tahun pada tingkat program studi). 

5. Terwujudnya kualitas manajemen program studi yang efektif dan 

efisien (sasaran: >80% dari nilai maksimal jaminan mutu Unila). 

6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen program studi Ilmu 

Pemerintahan (sasaran: tidak ada dosen yang hasil penilaian kinerjanya 

di bawah rata-rata nilai dari penjaminan mutu Unila). 

7. Meningkatkan kerja sama kelembagaan dengan pihak lain (sasaran: 

setiap tahun minimal terdapat 3 kerja sama dengan instansi di luar 

Unila). 

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas peran serta program studi dalam 

pembangunan daerah dan pembangunan nasional melalui kegiatan 

akademik (sasaran: setiap tahun minimal dilaksanakan satu kali 

seminar nasional). 

9. Meningkatnya prestasi mahasiswa dan kualitas lulusan (sasaran: setiap 

tahun nilai IPK rata-rata lulusan naik sebesar 0,2 angka). 
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B. Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia  

 

Pemilu tahun 1955 diikuti tidak kurang dari 30 partai politik. Pemilu 

dilaksanakan secara jujur dan adil. Pemilu ini melahirkan empat partai politik 

utama, yaitu PNI, Masyumi, PNU, dan PKI. Hasil ini secara tidak langsung 

merepresentasikan garis ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Pemilu 

era Soeharto dilaksanakan sebanyak enam kali. Pemilu pertama 1971 diikuti 

oleh 10 partai politik. Pada pemilu setelahnya (1977, 1982, 1987, 1992 dan 

1997) peserta pemilu hanya tiga yaitu PPP, PDI dan Golkar. Dari keseluruhan 

pemilu yang dilaksanakan, Golkar sebagai kekuatan baru senantiasa muncul 

sebagai pemenang. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama di era 

reformasi dengan 48 partai peserta pemilu. Pelaksanaan pemilu berlangsung 

jujur dan adil. Kontras dengan masa orde baru, perolehan suara Golkar jatuh 

dan PDIP menjadi pemenang. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama 

pasca amandemen konstitusi. Pemilu memilih DPD, DPR dan pasangan 

Presiden & Wakil Presiden. Pada pemilu legislatif terdapat 24 partai peserta 

pemilu. Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif, sementara itu suara PDIP 

jatuh. Pemilu tahun 2009 terdapat 38 partai politik peserta pemilu. Khusus di 

Aceh pemilu menyertakan empat partai politik lokal. Pada pemilu legislatif 

partai demokrat mendapat suara terbanyak. Sedangkan Pemilu tahun 2014 

diikuti oleh 12 partai politik. 

 

Partai Politik Nasional meliputi: 

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
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3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

5. Partai Golongan Karya (Golkar). 

6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 

7. Partai Demokrat. 

8. Partai Amanat Nasional (PAN). 

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). 

11. Partai Bulan Bintang (PBB). 

12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

 

Partai Politik Lokal Aceh meliputi: 

1. Partai Damai Aceh. 

2. Partai Nasional Aceh. 

3. Partai Aceh. 

 

 

  

 

 

 


